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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer berupa kuisioner yang disebar 

kepada 156 responden. Responden pertama berjumlah 81 orang adalah Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor yang sedang melakukan pembayaran pajak yang 

ditemui langsung di 5 Kantor SAMSAT di DIY yaitu Kota, Bantul, Sleman, 

Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Responden kedua berjumlah 75 orang 

adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang tersebar di DIY dan ditemui 

langsung ditempat baik di rumah maupun ditempat umum. Jumlah kuisioner 

yang disebar berjumlah 175 kuisioner, 12 kuisioner tidak dapat diolah karena 

tidak lengkap, dan 7 kuisioner tidak kembali, sehingga jumlah kuisioner yang 

dapat digunakan untuk analisis data pada penelitian ini sebanyak 156 

kuisioner. Kuisioner dibagikan pada tanggal 26 Oktober 2017 sampai 5 

November 2017. Adapun analisis pengembalian kuisioner disajikan dalam 

tabel berikut :  

Tabel 4.1 

Analisis Pengembalian Kuisioner 

Dasar Klasifikasi Jumlah Presentase 

Jumlah kuisioner yang dibagikan kepada responden 175 100 % 

Jumlah kuisioner yang tidak kembali 7 4 % 

Jumlah kuisioner yang tidak dapat diolah/tidak 

lengkap 

12 6,85 % 

Jumlah kuisioner yang dapat diolah 156 89,15 % 

Sumber : Data diolah, 2017 
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1. Demografi Obyek Penelitian 

Obyek penelitian diklasifikasikan berdasarkan identitas Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor meliputi usia Wajib Pajak, Jenis Kelamin 

Wajib Pajak, Pendidikan terakhir Wajib Pajak, Pekerjaan Wajib Pajak, 

dan Jenis Kendaraan yang dimiliki Wajib Pajak. Adapun hasil kalsifikasi 

tersebut adalah sebagai berikut :  

a. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Usia 

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan usia Wajib Pajak disajikan 

dalam diagram berikut :  

 
Gambar 4.1 

Diagram Klasifikasi Usia Responden 

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai usia kurang dari 30 

tahun sebesar 43 %, usia antara 30-50 tahun sebesar 45 %, dan yang 

mempunyai usia lebih dari 50 tahun sebesar 12 %. Frekuensi 

responden paling banyak adalah responden berusia antara 30-50 

tahun yaitu sebesar 45 %. Sedangkan freskuensi responden paling 

Usia <30
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Usia 30-50

45%

Usia >50

12%



62 

 

sedikit adalah responden berusia lebih dari 50 tahun yaitu sebesar 12 

%.  

 

b. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Jenis 

Kelamin 

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan jenis kelamin Wajib Pajak 

disajikan dalam diagram berikut :  

 

Gambar 4.2 

Diagram Klasifikasi Jenis Kelamin Responden 

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor dengan jenis kelamin Laki-laki 

mempunyai persentase 53 %. Sedangkan persentase Wajib Pajak 

dengan jenis kelamin perempuan adalah 47 %.  Selisih responden 

dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 6 %. Hal ini 

mengindikasikan bahwa wajib pajak didominasi oleh jenis kelamin 

laki-laki untuk melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 

dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 
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c. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan 

Pendidikan Terakhir 

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir Wajib 

Pajak disajikan dalam diagram berikut : 

 

Gambar 4.3 

Diagram Klasifikasi Pendidikan Terakhir Responden 

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai pendidikan terakhir 

SMP sebesar 7 %, pendidikan terakhir SMA/K sebesar 51 %, 

pendidikan terakhir S1 sebesar 31 %, pendidikan terakhir S2 sebesar 

6 %, pendidikan terakhir Lainnya yaitu Diploma ataupun S3 sebesar 

5 %. Frekuensi responden paling banyak adalah responden dengan 

pendidikan terakhir SMA/K yaitu sebesar 51 %. Sedangkan 

freskuensi responden paling sedikit adalah responden dengan 

pendidikan terakhir lainnya yaitu sebesar 5 %. .  
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d. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Pekerjaan  

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan Pekerjaan Wajib Pajak 

disajikan dalam diagram berikut :  

 

Gambar 4.4 

Diagram Klasifikasi Pekerjaan Responden 

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai pekerjaan sebagai PNS 

sebesar 12 %, yang mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan Swasta 

sebesar 31 %, yang mempunyai pekerjaan sebagai Wiraswasta 

sebesar 23 %, yang mempunyai pekerjaan lainnya sebesar 34 %. 

Frekuensi responden paling banyak adalah responden yang 

mempunyai pekerjaan lainnya yaitu sebesar 34 %. Sedangkan 

freskuensi responden paling sedikit adalah responden yang 

mempunyai pekerjaan PNS yaitu sebesar 12 %. 
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e. Klasifikasi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan 

Kendaraan yang Dimiliki  

Hasil Klasifikasi Responden berdasarkan kendaraan yang dimiliki 

Wajib Pajak disajikan dalam diagram berikut :  

Gambar 4.4 

Diagram Klasifikasi Kendaraan yang dimiliki Responden 

Berdasarkan diagram diatas, dapat diketahui bahwa persentase Wajib 

Pajak Kendaraan Bermotor yang mempunyai kendaraan Motor 

sebesar 65 %, yang mempunyai kendaraan Mobil sebesar 26 %, yang 

mempunyai kendaraan Truk sebesar 4 %, yang mempunyai 

kendaraan Mobil penumpang seperti Angkot atau Bus sebesar 3 %, 

dan yang mempunyai kendaraan Lainnya seperti Tosa, Pickup, dll 

sebesar 2 %. Frekuensi responden paling banyak adalah responden 

yang mempunyai kendaraan Motor sebesar 65 %. Sedangkan 

freskuensi responden paling sedikit adalah responden yang 

mempunyai kendaraan Lainnya sebesar 2 %.  
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B. Uji Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Hasil Uji Statistik Deskrptif 

 Kepatuhan 

Wajib 

Pajak 

(KWP) 

Kesadaran 

Wajib 

Pajak 

(KSP) 

Kualitas 

Pelayanan 

(KP) 

Sanksi 

Perpajakan 

(SP) 

Tarif 

Perpajakan 

(TP) 

N 156 156 156 156 156 

Minimum 8,00 6,00 6,00 6,00 6,00 

Maximum 21,00 20,00 18,00 20,00 18,00 

Mean 12,19 10,11 10,85 10,45 10,13 

Median 12,00 10,00 10,00 10,00 9,00 

Std. Deviation 3,797 3,214 3,082 2,772 3,239 

Percentil 25 8,00 7,00 8,00 8,00 7,25 

Percentil 50 12,00 10,00 10,00 10,00 9,00 

Percentil 75 16,00 12,00 13,00 12,00 12,00 

Sumber : Data diolah, 2017 

Dari tabel hasil uji statistik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa 

variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menggunakan jumlah sampel 

sebanyak 156 responden. Nilai minimum pada variabel tersebut adalah 8,00, 

dan nilai maksimum 21,00. Rata-rata total jawaban responden sebesar 12,19 

berada diatas angka median 12,00 atau berada diatas percentil 50 dan 

dibawah percentil 75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di Yogyakarta cukup tinggi. 

Selain itu juga dapat diketahui terdapat penyimpangan data yang kecil karena 

nilai standar deviasi sebesar 3,797 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean).  

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KWP) menggunakan jumlah sampel 

sebanyak 156 responden. Nilai minimum pada variabel tersebut adalah 6,00, 

dan nilai maksimum 20,00. Rata-rata total jawaban responden sebesar 10,11 
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berada diatas angka median 10,00 atau berada diatas percentil 50 dan 

dibawah percentil 75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran 

wajib pajak untuk membayar PKB dan BBN-KB di Yogyakarta cukup tinggi. 

Selain itu juga dapat diketahui terdapat penyimpangan data yang kecil karena 

nilai standar deviasi sebesar 3,214 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean). 

Variabel Kualitas Pelayanan (KP) menggunakan jumlah sampel 

sebanyak 156 responden. Nilai minimum pada variabel tersebut adalah 6,00, 

dan nilai maksimum 18,00. Rata-rata total jawaban responden sebesar 10,85 

berada diatas angka median 10,00 atau berada diatas percentil 50 dan 

dibawah percentil 75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas 

pelayanan fiskus dalam melayani pembayaran PKB dan BBN-KB di 

Yogyakarta cukup tinggi. Selain itu juga dapat diketahui terdapat 

penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,082 lebih 

kecil dari nilai rata-rata (mean). 

Variabel Sanksi Perpajakan (SP) menggunakan jumlah sampel 

sebanyak 156 responden. Nilai minimum pada variabel tersebut adalah 6,00, 

dan nilai maksimum 20,00. Rata-rata total jawaban responden sebesar 10,45 

berada diatas angka median 10,00 atau berada diatas percentil 50 dan 

dibawah percentil 75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan 

untuk kendaraan bermotor di Yogyakarta cukup tinggi. Selain itu juga dapat 

diketahui terdapat penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi 

sebesar 2,772 lebih kecil dari nilai rata-rata (mean). 
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Variabel Tarif Perpajakan (TP) menggunakan jumlah sampel sebanyak 

156 responden. Nilai minimum pada variabel tersebut adalah 6,00, dan nilai 

maksimum 18,00. Rata-rata total jawaban responden sebesar 10,13 berada 

diatas angka median 9,00 atau berada diatas percentil 50 dan dibawah 

percentil 75. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tarif perpajakan untuk PKB 

dan BBN-KB cukup tinggi. Selain itu juga dapat diketahui terdapat 

penyimpangan data yang kecil karena nilai standar deviasi sebesar 3,239 lebih 

kecil dari nilai rata-rata (mean). 

 

C. Uji Kualitas Data 

1. Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan pada suatu instrumen penelitian agara alat 

ukur yang digunakan Valid dan didapatkan hasil penelitian yang benar 

atau akurat. Valid yaitu intrumen yang digunakan dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Instrumen dikatakan Valid 

apabila memiliki korelasi (r) dengan skor masing-masing item 

pertanyaan pada suatu variabel ≥0,25 (Nazaruddin dan Basuki, 2016). 

Selain itu, nilai korelasi (𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔) dikatakan valid apabila > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙.  Hasil 

uji validitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut :  
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Tabel 4.3 

Hasil Uji Validitas 

Variabel Item 

Pertanyaan 

Koefisien 

Korelasi 

𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Hasil 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

(KWP) 

KWP1 

KWP2 

KWP3 

KWP4 

KWP5 

KWP6 

KWP7 

KWP8 

0,790 

0,746 

0,741 

0,712 

0,769 

0,532 

0,626 

0,697 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kesadaran 

Wajib Pajak 

(KSP) 

KSP1 

KSP2 

KSP3 

KSP4 

KSP5 

KSP6 

0,708 

0,839 

0,796 

0,668 

0,839 

0,796 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Kualitas 

Pelayanan 

(KP) 

KP1 

KP2 

KP3 

KP4 

KP5 

KP6 

0,743 

0,787 

0,730 

0,677 

0,533 

0,651 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sanksi 

Perpajakan 

(SP) 

SP1 

SP2 

SP3 

SP4 

SP5 

SP6 

0,511 

0,719 

0,712 

0,733 

0,582 

0,511 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Tarif 

Perpajakan 

(TP) 

TP1 

TP2 

TP3 

TP4 

TP5 

TP6 

0,654 

0,794 

0,505 

0,826 

0,793 

0,785 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

0,1572 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Valid 

Sumber : Data diolah, 2017 

 

Pada tabel hasil uji validitas diatas dijelaskan bahwa seluruh item 

pertanyaan yang berjumlah 32 item memiliki total koefisien korelasi 

≥0,25 dan > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙, sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi 

persyaratan uji validitas yaitu total koefisensi korelasi harus ≥0,25. Oleh 
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karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh item pertanyaan dinyatakan 

Valid. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh item pertanyaan dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur atau dapat 

digunakan untuk mengukur variabel yang diteliti pada penelitian ini.  

 

2. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah instrumen yang 

digunakan dalam hal ini kuisioner dapat digunakan lebih dari satu kali, 

paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang 

konsisten. Suatu instrumen dikatakan mempunyai Reliabitas cukup baik 

apabila koefisien reliabilitas (Cronbach’s Alpha) menunjukkan atau 

berada pada angka >0,7, dan dapat dikatakan mempunyai reliabilitas baik 

apabila berada pada angka >0,8 (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Selain 

itu, nilai Cronbach’s Alpha dikatakan reliabel apabila > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 .  Hasil uji 

reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.4 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’

s Alpha 

𝒓𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 Hasil 

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) 0,844 0,1572 Baik / Reliabel 

Kesadaran Wajib Pajak (KSP) 0,867 0,1572 Baik / Reliabel 

Kualitas Pelayanan (KP) 0,776 0,1572 Cukup Baik / 

Reliabel 

Sanksi Perpajakan (SP) 0,701 0,1572 Cukup Baik / 

Reliabel 

Tarif Perpajakan (TP) 0,826 0,1572 Baik / Reliabel 

Sumber : Data diolah,2017 
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Pada tabel Hasil uji reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa 

variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) menunjukkan angka Cronbach’s 

Alpha sebesar 0,844 > 0,8,  variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) 

menunjukkan angka Cronbach’s Alpha sebesar 0,867 > 0,8,  variabel 

Kualitas Pelayanan (KP) menunjukkan angka Cronbach’s Alpha sebesar 

0,776 > 0,8, variabel Sanksi Perpajakan (SP) menunjukkan angka 

Cronbach’s Alpha sebesar 0,701 > 0,8, dan variabel Tarif Perpajakan 

(TP) menunjukkan angka Cronbach’s Alpha sebesar 0,826 > 0,8. Semua 

variabel pengujian menunjjukan nilai Cronbach’s Alpha > 0,8, dan > 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  artinya variabel yang digunakan dinyatakan reliabel secara baik 

atau terdapat kekonsistenan pada suatu pengukuran.  

 

D. Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang 

digunakan telah terdistribusi secara normal atau diambil dari populasi 

normal. Suatu data dapat dikatakan terdistribusi secara normala apabila 

nilai sig pada Kolmogorov-smirnov menunjukkan angka > 5 % atau > 

0,05 dan nilai sig pada Shapiro-Wilk juga menunjukkan angka > 5 % atau 

> 0,05. Apabila salah satu nilai sig baik Kolmogorov -smirnov maupun 

Shapiro-Wilk menunjukkan angka < 5 % atau < 0,05 maka dinyatakan 

data terdistribusi secara tidak normal (Nazaruddin dan Basuki, 2016). 

Hasil uji normalitas pada penelitian ini disajikan pada tabel berikut :  
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Tabel 4.5 

Hasil Uji Normalitas 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

Unstandardized Residual .049 156 .200* .984 156 .067 

a. Lilliefors Significance Correction     

*. This is a lower bound of the true significance.    

Sumber : Data diolah, 2017 

Pada tabel hasil uji normalitas diatas dapat diketahui bahwa nilai 

sig pada Kolmogorov-smirnov menunjukkan angka 0,200 > 0,05, dan 

nilai sig pada Shapiro-Wilk juga menunjukkan angka 0,067 > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini telah 

terdistribusi secara normal atau mengikuti asumsi distribusi yang normal 

pada sebaran data sehingga dapat dilakukan analisis lebih lanjut. 

.  

2. Uji Multikolinearitas 

Uji Multikoleniaritas atau pengujian Koleniaritas ganda digunakan 

untuk mengetahui apakah antarvariabel independen mempunyai korelasi 

yang signifikan agar prediksi variabel independen terhadap variabel 

dependen tidak bias. Pendeteksian multikoleniaritas dapat dilihat pada 

nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada tabel hasil uji 

multikoleniaritas. Data dapat dikatakan tidak mengalami masalah 

multikoleniaritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,1 

(Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji multikoleniaritas pada 

penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :  
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Tabel 4.6 

Hasil Uji Multikoleniaritas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .635 .611  1.039 .300   

KSP .246 .084 .209 2.950 .004 .328 3.052 

KP -.146 .129 -.119 -1.129 .261 .148 6.744 

SP .342 .110 .249 3.094 .002 .252 3.968 

TP .699 .091 .596 7.649 .000 .270 3.707 

a. Dependent 
Variable: KWP 

      

Sumber : Data diolah, 2017 

 Pada tabel hasil uji multikoleniaritas diatas dapat diketahui bahwa 

nilai VIF pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah 3,052 < 10, 

variabel Kualitas Pelayanan (KP) adalah 6,744 < 10, variabel Sanksi 

Perpajakan (SP) adalah 3,968 < 10, dan variabel Tarif Perpajakan (TP) 

adalah 3,707 < 10. Selain itu nilai tolerance pada variabel Kesadaran 

Wajib Pajak (KSP) adalah 0,328 > 0,1, variabel Kualitas Pelayanan (KP) 

adalah 0,148 > 0,1, variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah 0,252 > 0,1, 

dan variabel Tarif Perpajakan (TP) adalah 0,270 > 0,1. Sehingga dapat 

dinyatakan bahwa data yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat 

masalah mulikoleniaritas atau Koleniaritas ganda diantara variabel 

independen dan prediksi variabel independen terhadap variabel dependen 

tidak bias. 
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3. Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat 

penyimpangan dari beberapa syarat asumsi klasik pada model regresi, 

dimana pada model regresi ini harus dipenuhi tidak adanya masalah 

heterokedastisitas. Suatu model regresi dinyatakan tidak terdapat masalah 

heterokedastisitas apabila nilai sig menunjukkan angka > alpha 0,05 

(Nazaruddin dan Basuki, 2016). Hasil uji heterokedastisitas pada 

penelitian ini disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .066 .337  .194 .846 

KSP .068 .046 .192 1.484 .140 

KP .119 .072 .319 1.663 .098 

SP -.093 .061 -.225 -1.524 .130 

TP .041 .050 .117 .818 .415 

a. Dependent Variable: Abs_Res    

Sumber : Data diolah, 2017 

Pada tabel hasil uji heterokedastisitas diatas diketahui bahwa nilai 

sig pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) adalah 0,140 > 0,05, 

variabel Kualitas Pelayanan (KP) adalah 0,098 > 0,05, variabel Sanksi 

Perpajakan (SP) adalah 0,130> 0,05, dan variabel Tarif Perpajakan (TP) 

adalah 0,415 > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi 

yang digunakan pada penelitian ini tidak terdapat masalah 
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heterokedastisitas atau tidak terdapat penyimpangan dari beberapa syarat 

asumsi klasik pada model regresi dan dapat dilakukan uji lebih lanjut.  

 

E. Uji Hipotesis 

1. Uji Regresi Linear Berganda 

Uji Regresi Linear Berganda dilakukan untuk meramalkan 

bagaimana keadaan atau naik turunnya variabel dependen, bila dua atau 

lebih variabel indeenden sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik 

turunkan nilainya). Hasil pengujian regresi linear berganda pada 

penelitian ini disajikan pada tabel berikut :  

Tabel 4.8 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .635 .611  1.039 .300   

KSP .246 .084 .209 2.950 .004 .328 3.052 

KP -.146 .129 -.119 -1.129 .261 .148 6.744 

SP .342 .110 .249 3.094 .002 .252 3.968 

TP .699 .091 .596 7.649 .000 .270 3.707 

a. Dependent 
Variable: KWP 

      

Sumber : Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel hasil pengujian regresi linear berganda diatas, 

maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :  

KWP : 0,635 + 0,246 KSP -0,146 KP + 0,342 SP + 0,699 TP + ɛ 

Nilai Constant sebesar 0,635 menjelaskan bahwa nilai variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 0,635 satuan dengan asumsi jika 



76 

 

tidak ada nilai variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas 

Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif Perpajakan (TP).  

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kesadaran Wajib Pajak 

(KSP) sebesar 0,246, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara 

Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. 

Apabila Kesadaran Wajib Pajak mengalami kenaikan satu kesatuan, 

maka Kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,246.  

Nilai koefisien regresi untuk variabel Kualitas Pelayanan (KP) 

sebesar -0,146, bertanda negatif dapat diartikan bahwa antara Kualitas 

Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding terbalik. Apabila 

Kualitas Pelayanan mengalami kenaikan satu kesatuan, maka Kepatuhan 

Wajib Pajak akan menurun sebesar 0,146.  

Nilai koefisien regresi untuk variabel Sanksi Perpajakan (SP) 

sebesar 0,342, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Sanksi 

Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila 

Sanksi Perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan, maka Kepatuhan 

Wajib Pajak akan naik sebesar 0,342.  

Nilai koefisien regresi untuk variabel Tarif Perpajakan (TP) sebesar 

0,699, bertanda positif dapat diartikan bahwa antara Tarif Perpajakan 

dengan Kepatuhan Wajib Pajak berbanding lurus. Apabila Tarif 

Perpajakan mengalami kenaikan satu kesatuan, maka Kepatuhan Wajib 

Pajak akan naik sebesar 0,699.  
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2. Uji Koefisien Determinasi 

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui persentase 

kemampuan variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), 

Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif Perpajakan 

(TP) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak 

(KWP). Besarnya persentase variabel independen dapat diketahui dengan 

melihat besarnya koefisien determinasi (Adjusted R Square) dimana 

besarnya adalah 0 sampai 1. Semakin besar nilai koefisien determinasi, 

maka semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi pada penelitian ini 

dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.9 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of the 

Estimate 
Durbin-
Watson 

1 .868a .753 .746 1.913 1.718 

a. Predictors: (Constant), TP, KSP, SP, KP   

b. Dependent Variable: KWP   

Sumber : Data diolah, 2017 

Pada tabel hasil uji koefisien determinasi diatas dapat diketahui 

bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,746. Hal ini mengartikan bahwa 

variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas 

Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif Perpajakan (TP) 

dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) sebesar 74,6 

%, sisanya sebesar 25,4 % dipengaruhi oleh variabel lain diluar 

penelitian.  
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3. Uji t 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh 

suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel 

dependen. Pada penelitian ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan 

signifikansi α 5 % atau 0,05 (Nazaruddin dan Basuki, 2016). Pada suatu 

penelitian, hipotesis dinyatakan diterima atau ditolak dengan kriteria 

sebagai berikut :  

a. Jika nilai signifikansi ≤ 0,05 dan koefisien regresi bernilai positif, 

maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan).  

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 dan koefisien regresi bernilai nehatif, 

maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan).  

Hasil Uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut :  

Tabel 4.10 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .635 .611  1.039 .300   

KSP .246 .084 .209 2.950 .004 .328 3.052 

KP -.146 .129 -.119 -1.129 .261 .148 6.744 

SP .342 .110 .249 3.094 .002 .252 3.968 

TP .699 .091 .596 7.649 .000 .270 3.707 

a. Dependent 
Variable: KWP 

      

Sumber : Data diolah, 2017 
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Dari tabel hasil uji t diatas dapat diketahui sebagai berikut : 

a. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (KSP) 

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 

sebesar 2,950 dengan nilai koefisien regresi 0,246 bertanda positif, 

dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak 0,004 < α 0,05. Sehingga 

dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama (H1) diterima. Dapat 

diartikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.  

 

b. Variabel Kualitas Pelayanan (KP) 

Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar -1,129 dengan nilai koefisien regresi -0,146 bertanda 

negatif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak 0,261 > α 0,05. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis kedua (H2) ditolak. 

Dapat diartikan bahwa Kualitas pelayanan tidak berpengaruh positif 
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signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.  

 

c. Variabel Sanksi Perpajakan (SP) 

Hipotesis ketiga (H3) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3,094 dengan nilai koefisien regresi 0,342 bertanda 

positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak 0,002 < α 0,05. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis ketiga (H3) diterima. 

Dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.  

 

d. Variabel Tarif Perpajakan (TP) 

Hipotesis keempat (H4) menyatakan bahwa tarif perpajakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor. Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai 

𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 7,649 dengan nilai koefisien regresi 0,699 bertanda 

positif, dan nilai sig variabel kesadaran wajib pajak 0,000 < α 0,05. 

Sehingga dapat dinyatakan bahwa hipotesis keempat (H4) diterima. 
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Dapat diartikan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik nama Kendaraan Bermotor.  

 

4. Uji F 

Uji F yang dilakukan pada analisis regresi linear berganda 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen secara simultan ang dapat dilihat dalam tabel 

ANOVA. Menurut Nazaruddin dan Basuki (2016), kriteria yang 

digunakan untuk Uji F adalah sebagai berikut :  

a. Jika nilai signifikansi < 0,05 maka dapat diputuskan hipotesis 

diterima.  

b. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka dapat diputuskan hipotesis 

ditolak.  

Hasil Uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.11 

Hasil Uji F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1681.425 4 420.356 114.821 .000a 

Residual 552.806 151 3.661   

Total 2234.231 155    

a. Predictors: (Constant), TP, KSP, SP, KP    

b. Dependent Variable: KWP     

Sumber : Data diolah, 2017 
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Pada tabel hasil Uji F diatas dapat diketahui bahwa nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  

sebesar 114,821 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena 

probabilitas jauh lebih kecil dari α 0,05 (0,000 < 0,05) dan 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  lebih 

besar dari 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  (114,821 > 2,43 ), maka dapat dinyatakan hipotesis 

diterima dimana Variabel independen secara versama-sama berpengaruh 

terhadap variabel dependen. Artinya bahwa variabel Kesadaran Wajib 

Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif 

Perpajakan (TP) dapat menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib Pajak 

(KWP) secara simultan atau bersama-sama memengaruhi variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) dalammembayar Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.  

 

F. Pembahasan (Interpretasi) 

1. Kesadaran Wajib Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar PKB dan BBN-KB 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kesadaran 

wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dengan nilai sig 0,004 < α 0,05 dan bertanda positif. 

Kesadaran Wajib Pajak merupakan salah satu faktor penentu seberapa 

siap Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan itikad 

wajib pajak dalam mematuhi kewajibannya membayar pajak dalam hal 

ini objek pajak adalah kendaraan bermotor. Wajib Pajak yang memiliki 
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itikad baik dalam hal ini adalah sukarela untuk menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk dibayarkan pajak dan selalu berpartisipasi dalam 

membayar pajak. Wajib Pajak yang telah mengetahui manfaat pajak yaitu 

untuk kepentingan bersama, akan merasa bahwa dirinya merasakan 

timbal balik dari pajak dan akan berlaku patuh dalam perpajakan. Wajib 

Pajak yang sadar akan perpajakan, akan meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak.  

Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak ini juga tidak lepas dari peran 

fiskus dalam melakukan sosialisasi perpajakan, yaitu berguna untuk 

memberitahukan kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. 

Hal ini dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya kesadaran wajib 

pajak. Kesadaran wajib pajak di Yogakarta saat ini cukup tinggi yang 

ditunjukkan oleh uji statistik deskrptif dimana nilai mean sebesar 12,19 

diatas nilai median 12 dan berada pada percentil diatas 50 dibawah 

percentil 75.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Setiawan 

(2017), dan Susilawati dan Budhiarta (2013) dimana kesadaran wajib 

pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 

dalam membayar PKB dan BBN-KB di Yogyakarta.  

 

 

 



84 

 

2. Kualitas Pelayanan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar PKB dan BBN-KB 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kualitas Pelayanan 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama 

Kendaraan Bermotor dengan nilai sig 0,261 > α 0,05 dan bertanda 

negatif. Adanya Kualitas pelayanan yang cukup tinggi di DIY yang 

ditunjukkan oleh uji statistik deskrptif dimana nilai mean sebesar 10,45 

diatas nilai median 10 dan berada pada percentil diatas 50 dibawah 

percentil 75 tidak memengaruhi Wajib Pajak untuk bertindak patuh 

terhadap perpajakan. Dengan kata lain, semakin baik kualitas pelayanan 

yang diberikan oleh fiskus atau SAMSAT yaitu memberikan informasi, 

fasilitas, waktu tunggu, daya tanggap dan prosedur pembayaran tidak 

menjadi tolok ukur Wajib Pajak dalam membayarkan pajaknya 

khususnya untuk Kendaraan bermotor (Mahfud et al, 2017).  

Pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT adalah memberikan 

informasi yang jelas mengenai alur pembayaran pajak secara jelas. 

Fasilitas pelayanan yang diberikan seperti ruang tunggu yang nyaman, 

waktu tunggu, keamanan, dll juga merupakan hal yang wajib ada disuatu 

kantor pelayanan. Daya tanggap, baik dari wajib pajak maupun petugas 

juga menjadi suatu hal yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Hal 

tersebut bukan merupakan faktor ketidakpatuhan wajib pajak atau tidak 

menjadi perihal yang diperhatikan oleh wajib pajak saat membayar pajak. 
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Selain itu, hal  ini dapat disebabkan karena pajak merupakan kontribusi 

wajib untuk warga negara atas objek yang dikenakan dan dapat 

dipaksakan berdasarkan Undang-undang. Sehingga, pajak dianggap 

sebagai utang wajib pajak atas kepemilikan Kendaraan Bermotor. Tidak 

adanya kontra prestasi atau imbalan secara langsung yang dapat 

dirasakan oleh wajib pajak juga menjadi hal utama tidak adanya 

pelayanan yang baik tetapi tetap membayarkan pajaknya.  

Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor hanya dapat dilakukan 

pada kantor SAMSAT baik kantor induk maupun kantor pembantu. 

Banyak kasus yang terjadi wajib pajak membayarkan Pajaknya hanya 

dengan menitipkan kepada pegawai SAMSAT, sehingga wajib pajak 

kurang merasakan adanya pelayanan yang diberikan oleh Fiskus tetapi 

telah patuh untuk selalu membayarkan Pajaknya. Hal ini merupakan 

suatu tindakan dimana wajib pajak telah bersikap patuh terhadap 

perpajakan tanpa merasakan adanya pelayanan dari fiskus.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Winerungan (2013),  

dan Tahar dan Rachman (2014) dimana kualitas pelayanan tidak 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar PKB dan BBN-KB di Yogyakarta.  
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3. Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar PKB dan BBN-KB 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dengan nilai sig 0,002 < α 0,05 dan bertanda positif. Sanksi 

perpajakan yang merupakan alat untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib 

Pajak dengan memberikan hukuman ataupun denda bagi Wajib Pajak 

yang lalai dengan sengaja tidak membayarkan PKB dan BBN-KB. 

Sanksi pajak diberikan oleh Wajib Pajak yang terbukti melanggar untuk 

memberikan efek jera dan diharapkan akan bersikap patuh untuk 

selanjutnya. Adanya ketegasan sanksi yang berlaku, menyebabkan 

masyarakat lebih tertib baik untuk menghindari sanksi administrasi 

maupun adanya tindakan preventif dari pihak kepolisian. Masyarakat 

juga menyadari bahwa mereka merasa keberatan adanya sanksi yang 

diberikan apabila melanggar tidak membayar pajak. Sanksi perpajakan di 

DIY cukup tinggi yang ditunjukkan oleh uji statistik deskrptif dimana 

nilai mean sebesar 10,45 diatas nilai median 10 dan berada pada percentil 

diatas 50 dibawah percentil 75. Sehingga apabila sanksi yang diterapkan 

semakin ketat atau semakin tinggi, maka Kepatuhan wajib pajak juga 

semakin tinggi.  

Dengan adanya sanksi yang ditetapkan oleh Pemerintah ini, maka 

Wajib Pajak akan bersikap patuh untuk menghindari sanksi pajak jika 
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melakukan pelanggaran. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Palil dan Mustapha (2011), dan Susilawati dan Budhiarta (2013)  dimana 

sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di Yogyakarta.  

 

4. Tarif Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar 

PKB dan BBN-KB 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Tarif Perpajakan 

berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan 

Bermotor dengan nilai sig 0,000 < α 0,05 dan bertanda positif. Tarif 

Perpajakan menjadi salah satu hal utama yang selalu diperhatikan oleh 

Wajib Pajak. Dengan mengetahui besarnya Tarif Pajak untuk PKB dan 

BBN-KB, maka akan memengaruhi keputusan Wajib Pajak untuk 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu, adanya kenaikan tarif 

yang berlaku khususnya untuk BBN-KB mendapat respon kurang baik 

dan masyarakat merasa keberatan. Sehingga masyarakat lebih memilih 

untuk tertib dalam membayarkan PKB maupun BBN-KB.  

Tarif Perpajakan PKB dan BBN-KB yang ditentukan berdasarkan 

Official Assesment System tentunya sudah diatur oleh pemerintah dalam 

Undang-undang Perpajakan. Tarif berhubungan dengan jumlah pajak 

yang harus dibayarkan yang dihitung dengan Dasar Pengenaan Pajak 

berupa harga perolehan Kendaraan Bermotor tersebut. Apabila DPP 
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semakin tinggi, maka jumlah pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi 

dengan jumlah tarif yang telah ditentukan oleh fiskus. Jumlah ini 

merupakan utang pajak tahun berjalan yang nantinya akan diakumulasi 

ke tahun berikutnya apabila tidak dibayarkan ditambah dengan denda 

yang dihitung berdasarkan tarif yang berlaku. Dikarenakan apabila wajib 

pajak tidak membayarkan pajaknya, sanksi yang diberikan adalah sanksi 

administrasi berupa denda yang berupa tarif hingga 100% dari tarif 

normal. Sehingga apabila terif yang berlaku semakin tinggi, maka akan 

memotivasi wajib pajak untuk bersikap patuh dalam membayar Pajak 

Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. 

Hal ini sejalan dengan penelitian Agranov dan Palfrey (2015), dan 

Ananda et al (2015) dimana Tarif perpajakan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PKB dan 

BBN-KB di Yogyakarta.  

 

Dari hasil Uji F memperlihatkan bahwa variabel independen pada 

penelitian ini yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KSP), Kualitas Pelayanan (KP), 

Sanksi Perpajakan (SP), dan Tarif Perpajakan (TP) secara bersama-sama 

memengaruhi variabel dependennya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (KWP) 

dalam membayar PKB dan BBN-KB di Yogyakarta. Hal tersebut ditunjukkan 

oleh besarnya nilai 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  114,821 > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  sebesar 2,43 dan tingkat 

signifikansi 0,000 < α 0,05.  
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Dari hasil Uji Koefisien Determinasi (𝑅2) menunjukkan bahwa semua 

variabel independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel 

dependen sebasar 74,6 %. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Adjusted R Square 

sebesar 0,746. Sedangkan sisanya 25,4 % dipengaruhi oleh variabel lain 

diluar penelitian.  

Dari hasil uji statistik deskriptif dijelaskan bahwa rata-rata jawaban 

responden menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Yogyakarta 

cukup tinggi. Hal ini didukung juga dengan rata-rata jawaban responden 

menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi 

perpajakan, dan tarif perpajakan di Yogyakarta dalam PKB dan BBN-KB 

cukup tinggi.  

Dari hasil pengujian hipotesis dan uji statistik deskriptif dapat 

disimpulkan bahwa penyebab utama ketidakpatuhan wajib pajak dalam 

membayar PKB dan BBN-KB di Yogyakarta adalah kesadaran wajib pajak, 

Sanksi Perpajakan, dan Tarif Perpajakan. Apabila kesadaran wajib pajak, 

Sanksi Perpajakan, dan Tarif perpajakan di Yogyakarta menurun, maka 

kepatuhan wajib pajak juga akan semakin rendah. Namun hal ini tidak untuk 

Kualitas Pelayanan, karena tidak adanya pengaruh yang positif signifikan, 

maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB dan BBN-KB di 

Yogyakarta tidak terlalu memperhatikan Pelayanan fiskus atau SAMSAT.  

 

 


